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BAB V  

Kesimpulan dan Saran   

5.1 Kesimpulan         

 Dapat disimpulkan bahwa sumber daya serta kinerja dari AICHR sangat 

minim diantaranya: independensi yang lemah, baik dari segi keanggotaan, 

pendanaan, serta tanggung jawab/akuntabilitas anggota pada pemerintah. 

Mengingat peran anggota dalam kawasan ASEAN terlalu sedikit dan tidak 

mampu menjangkau berbagai masalah yang ada di sekitar kawasan Asia tenggara. 

Sehingga terlihat jelas belum maksimalnya peran AICHR saat ini menunjukkan 

adanya ketidakseriusan negara-negara anggota ASEAN dalam menuntaskan kasus 

pelanggaran HAM di Asia Tenggara secara menyeluruh.     

 Awal pembentukan AICHR adalah untuk memajukan dan membatasi 

adanya pelanggaran HAM di kawasan Asia Tenggara. Dari pembahasan dan 

analisa diatas, terdapat Aspek-aspek penyebab ketidakefektifan AICHR dalam 

menangani kasus pelanggaran HAM. Diantaranya, pembatasan Fungsi Proteksi 

karena adanya mandat yang diberikan dalam TOR AICHR sangat terbatas. 

Selanjutnya praktik prinsip non-intervensi juga memberikan dampak lemahnya 

tekanan yang diberikan AICHR sebagai komisi HAM ASEAN terhadap negara 

anggota dalam menegakkan Hak Asasi Manusia di negaranya. Selain itu, AICHR 

memiliki kewenangan yang terbatas, dimana tidak dibentuk pengadilan HAM 

ASEAN (subkomisi atau ad hoc) yang bertugas secara langsung untuk mengurus 

dan mengadili kasus pelanggaran HAM. Seperti yang terdapat lembaga regional 

HAM Inter-Amerika dan Afrika.       

 Lebih jauh, ketidakefektifan AICHR juga dipengaruhi oleh perbedaan 

padangan mengenai HAM. Kaum relativis budaya berpandangan bahwa Hak-hak 

individu ditentukan oleh negara, sementara kaum Universalisme lebih menekan 

pada Hak individu. Sehingga jika ASEAN terus berlindung dibalik prinsip non-

intervensi, setiap permasalahan yang terdapat di dalam anggota ASEAN 

cenderung menjadi berlarut-larut dan menjadi sorotan dunia internasional. 

Mengingat pandangan hak asasi manusia terhadap prinsip non-intervensi sangat 

bertolak belakang dalam pelaksanaannya. Negara yang seharusnya bisa 
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memberikan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi 

warga negaranya. Hal yang demikian juga telah tertuang dalam prinsip-prinsip 

HAM diantaranya adalah prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum 

(state responsibility and rule of law).       

 Seandainya negara gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, maka 

pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan kepada negara 

secara layak yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku. 

Hadirnya AICHR memang sangat diperlukan mengingat Asia Tenggara 

merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak sekali kasus pelanggaran 

HAM dan AICHR setidaknya mampu menerima pengaduan terhadap kekerasan 

hak asasi manusia. AICHR sudah melakukan fungsi promosinya dengan baik 

untuk secara perlahan mendorong negara-negara ASEAN menyadari pentingnya 

melakukan perlindungan HAM.  

5.2 Saran          

 Seharusnya, dengan adanya standarnisasi HAM Internasional yang 

diadopsi dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan Deklarasi 

Wina tahun 1993 tentang HAM, serta Instrumen HAM Internasional lainnya, 

AICHR mampu menjawab keraguan masyarakat ASEAN. Akan tetapi sebaliknya, 

sejauh ini eksistensi AICHR lebih mengacu pada konsep ASEAN Way yang 

didalamnya mengandung prinsip non-intervensi sehingga hanya menekankan pada 

fungsi promosi, bukan investigasi. Fokus utama yang harus di selesaikan oleh 

AICHR sebagai komisi HAM ASEAN adalah mengatasi berbagai kasus 

pelanggaran HAM yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Akan lebih baik jika 

prinsip non-intervensi ini dibatasi seperti menurut Mahkamah, suatu intervensi 

dilarang oleh hukum internasional apabila : 

a. Merupakan campur tangan yang berkaitan dengan masalah-masalah di 

mana setiap negara diperbolehkan untuk mengambil keputusan secara 

bebas. Misalnya mengenai sistem politik atau ekonomi atau sistem politik 

luar negerinya sendiri; atau  

b. Campur tangan itu meliputi gangguan terhadap kemerdekaan negara lain 

dengan cara-cara paksa, khususnya kekerasan. Misalnya memberikan 



 50 

dukungan secara tidak langsung terhadap aktivitas-aktivitas subversive 

terhadap negara yang menjadi tujuan intervensi tersebut.  

 Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam pengertian yang dikemukakan 

secara tegas ini, dapat dikatakan bukanlah termasuk intervensi yang dilarang oleh 

hukum internasional termasuk masalah Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara. 

Sehingga jika ada pembatasan terhadap prinsip non-intervensi ini, AICHR dapat 

melaksanakan fungsi proteksinya dengan efektif.  

 Maka dari itu saran saya sebagai penulis, lebih baik jika ASEAN 

membatasi peran dari prinsip non-intervensi ini seperti yang dikemukakan oleh 

Mahkamah. Sehingga prinsip non-intervensi ini tidak perlu dihilangkan dan tidak 

mengganggu keefektivitasan AICHR. Lalu membentuk pengadilan HAM seperti 

di OAS yaitu Komisi Inter-Amerika menciptakan mekanisme HAM untuk 

melaksanakan ketentuan deklarasi Hak Asasi Amerika yang di sebut sebagai 

Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) dan  Inter-American 

Court of Human Rights (Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika) dan ini 

sangat efektif di OAS. Sehingga bila ASEAN mempunyai pengadilan HAM 

sendiri, AICHR bisa lebih efektif lagi dalam menjalankan tugasnya. 

  Lalu selain itu bisa juga ASEAN meniru Uni Afrika dengan membentuk 

The Charter on Democracy (Piagam Demokrasi). Hal ini menghubungkan 

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Negara-negara ASEAN untuk 

menggunakan demokrasi disamping adanya aturan hukum dan HAM. Dengan 

begitu, dapat mengurangi atau mencegah persoalan-persoalan pelanggaran HAM 

di Kawasan Asia Tenggara.  
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